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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini
adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 Tahun 1987.Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-
kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu
adalah sebagai berikut.

1. Konsonan
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf
Latin.

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be

< Ta T Te

< Sa S S dengan titik

diatasnya

z Jim J Je

z Ha H Ha

z Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal Z Z dengan titik di atas
J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sa S Es

o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S S dengan titik di atas
o= Dad D D dengan titik di atas
L Ta T T dengan titik di atas
L Za Z Z dengan titik di atas
& Ain ‘ Koma terbalik di atas




¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

S Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

O Nun N En

g Wawu W We

» Ha H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof

$ Ya’ Y Ye

2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang

i=a =3
- | Lf‘ = al Lf;‘ =1
=u si=au J=1u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:
:\J.\.A; 'Si B

contoh:
YONAT!

ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid, geminas)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:
L,
Sl

ditulis rabbana
ditulis al-birr

Vi




5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

contoh:
e ditulis asy-syamsu
dal ditulis ar-rojulu
sl ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sempang.

contoh:
adll ditulis al-gamar
oty ditulis al-badi
BREN] ditulis al-jalal

6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak
ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di
tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostrof /¢/.

contoh:
<l ditulis umirtu
o ditulis syai’un
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ABSTRAK

arsita billa (1517059) 2024. kebijakan strategis pemerintah kabupaten
batang dalam bidang pendidikan
Dosen Pembimbing : Teti Hadiati, M.H.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi
kebijakan strategis Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan serta
analisis faktor eksternal dan faktor internal menggunakan analisis
SWOT.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,
pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif adalah suatu jenis metodologi penelitian hukum yang
mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan yang berlaku dan
relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.
pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara
mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah
penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai faktor internal dan faktor
eksternal analisis SWOT bidang pendidikan, Kabupaten Batang perlu
memaksimalkan peningkatan pembangunannya karena berdasarkan
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang indeks
pembangunan manusia Kabupaten Batang berada pada peringkat 30
dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mencapai 72.16,
sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Pekalongan 75.40
(peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25).
Kabupaten Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit
indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan
terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam
mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik.
Hal ini merupakan isu yang cukup urgent atau penting yang perlu
diperhatikan lebih karna melalui Pendidikan individu dapat
mengembangkan potensi sumber daya manusia, memperoleh
keterampilan yang diperlukan, dan menjadi anggota masyarakat yang



berkontribusi khususnya untuk perkembangan daerah, seperti dalam
halnya SDM yang masih mencapai 66,38% dan tingkat Pendidikan
masih adanya angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan.

Kata kunci : Kebijakan Strategis Bidang Pendidikan,
Analisis SWOT Faktor Internal dan Eksternal



ABSTRACT

Arsita Billa (1517059) 2024. Batang Regency Government Strategic
Policy in the Education Sector
Thesis Avistor: Teti Hadiati, M.H.I

This research aims to determine and evaluate Batang Regency's
strategic policies in the field of education as well as analyzing external and
internal factors using SWOT analysis.

The research method used is a qualitative method, the approach used
to research the conditions of natural objects, where the researcher is the key
instrument, data collection techniques are carried out using triangulation, data
analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize
meaning rather than generalization. This legal research uses a type of
normative juridical research, which is a type of legal research methodology
that bases its analysis on applicable legislation that is relevant to the legal
issues that are the focus of the research. Data collection for this research is by
collecting secondary data consisting of primary legal materials and secondary
legal materials that are related to the main research problem.

This research discusses the internal factors and external factors of the
SWOT analysis in the field of education. Batang Regency needs to maximize
the increase in its development because based on the Strategic Plan of the
Batang Regency Education and Culture Office, Batang Regency's human
development index is ranked 30th out of 35 regencies/cities in Central Java
which reached 72.16. while compared to Pekalongan Regency/City 75.40
(rank 9) and Pekalongan Regency 70.11 (rank 25). Batang Regency needs
maximum efforts to leverage the human development index. Therefore, better
efforts and breakthroughs are needed to solve problems in leveraging the HDI
value of Batang Regency in a better direction. This is a fairly urgent or
important issue that needs more attention because through education
individuals can develop human resource potential, obtain the necessary skills,
and become members of society who contribute especially to regional
development, as in the case of human resources which still reached 66.38 %
and level of education, there is still a dropout rate at all levels of education.

Keywords: Strategic Policy in the Education Sector, SWOT
Analysis of Internal and External Factors
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu pembangunan merupakan isu menarik dewasa ini,
sejak tahun 2005 sistem pembangunan di Indonesia mengalami
perubahan yang fundamental dengan Undang- Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional® dan
Kebijakan Otonom Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah
memberikan arah baru dalam pembangunan berskala nasional
yang bersifat sentralistik (top down) menjadi desentralistik
(bottom up).

Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk
membuat progam dalam rencana pembangunan yang
didasarkan pada ide-ide, nilai-nilai sosial, teknologi serta
potensi sumber daya lokal. Hal ini diperlukan pemerintah
dalam ikut serta menggali, mengembangkan, dan mengelola
potensi sosial ekonominya dalam memperkuat pembangunan
yang berkelanjutan.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan
daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian.
Sebab kedepan perencanaan pembangunan tidak hanya
berorientasi pada output, akan tetapi juga berorientasi pada
process dan outcome. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut
untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi
perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan
perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah)
hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam
bentuk rencana-rencana strategis (strategic planning) dan
rencana aksi (action planning). Lebih jauh lagi bahwa tidak
hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling

1
Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kebijakan Otonomi Daerah
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penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini
setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait
dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut.

Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah
di Jawa Tengah, menjadi bagian dari daerah yang perlu
memaksimalkan  peningkatan  pembangunannya  karena
berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang indeks pembangunan manusia Kabupaten
Batang berada pada peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah yang mencapai 72.16, sedangkan dibandingkan
dengan Kabupaten/Kota Pekalongan 75.40 (peringkat 9) dan
Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25)3. Kabupaten
Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks
pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan
terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan
dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah
yang lebih baik.

Indeks pembangunan manusia merupakan
pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja
pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan
kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup
intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur
Kinerja tersebut di perlukan pembangunan pendidikan yang
lebih baik.

Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten
Batang yaitu Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan
mandiri berbasis potensi unggulan. Maka dilakukan upaya-
upaya yang lebih terarah dan terintegerasi melalui isu-isu
strategis RPIMD Kabupaten Batang* meliputi:

% Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-
2026, Hal. 22.
4 RPJIMD Kabupaten Batang Tahun 2017.
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata
kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung
pengembangan kerjasama.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya
manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan
pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara
terpadu

3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan
kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan
tetap menerapkan  prinsip-prinsip  pembangunan
berkelanjutan.

4. meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan
(kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan
didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan
nilai-nilaibudaya luhur.

Berdasarkan empat isu di atas yang dihadapi Kabupaten
Batang salah satunya isu pembangunan sumber daya manusia
yaitu persoalan Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh PJ
Sekda Kabupaten Batang Bapak Ari Yudianto yang
menyatakan bahwa permasalahan di Kabupaten Batang ialah
rata-rata tamat sekolah, yang kebanyakan tamat di bangku
SMP, dari sinilah perlu edukasi dan sosialisasi, termasuk
kesadaran dari keluarga karena support utamanya adalah
support keluarga®. Hal ini merupakan isu yang cukup urgent
atau penting yang perlu diperhatikan lebih karna melalui
Pendidikan individu dapat mengembangkan potensi sumber
daya manusia, memperoleh keterampilan yang diperlukan, dan
menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi khususnya
untuk perkembangan daerah, sepertidalam halnya SDM yang
masih mencapai 66,38% dan tingkat Pendidikan masih adanya
angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan, contoh pada

> Kabupaten Batang, https://pantura.tribunnews.com/2023/12/07/tingkat-
pendidikan-di-kabupaten-batang-rata-rata-hanya-tamat-smp-namun-tingkat-ipm-naik-
kok-bisa, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.



https://pantura.tribunnews.com/2023/12/07/tingkat-pendidikan-di-kabupaten-batang-rata-rata-hanya-tamat-smp-namun-tingkat-ipm-naik-kok-bisa
https://pantura.tribunnews.com/2023/12/07/tingkat-pendidikan-di-kabupaten-batang-rata-rata-hanya-tamat-smp-namun-tingkat-ipm-naik-kok-bisa
https://pantura.tribunnews.com/2023/12/07/tingkat-pendidikan-di-kabupaten-batang-rata-rata-hanya-tamat-smp-namun-tingkat-ipm-naik-kok-bisa

tahun 2021 total murid pada jenjang SD sebesar 60.352 murid
sedangkan MI 18.132 murid, SMP 23.231 murid MTS 9.211
murid, SMA 6.615 murid SMK 13.829 murid kemudian MA
3.298° murid dari data diatas terlihat jelas bahwa di Kabupaten
Batang masih rendah soal pentingnya Pendidikan yang dimana
dari SD/MI sampai SMA/SMK/MA mengalami penurunan
yang cukup drastis oleh karena itu pemerintah perlu melakukan
tindakan korektif dan preventif terhadap permasalahan
Pendidikan di Kabupaten Batang selain isu strategis lain
melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang sehingga visi dan misi dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk mencari
tau dan menganalisis kebijakan strategis bidang pendidikan di
Kabupaten Batang. Oleh karena itu untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pendidikan di
Kabupaten Batang dapat dilihat pula dari pelaksanaan Renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal
bidang pendidikan Kabupaten Batang?
2. Bagaimana kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten
Batang dalam bidang pendidikan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji kondisi lingkungan internal dan eksternal
bidang pendidikan di Kabupaten Batang.
2. Untuk mengkaji kebijakan strategis bidang Pendidikan di
Kabupaten Batang.

¢ BPS Kabupaten Batang.



D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian yang dibuat ini adalah
sebagain berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis diharapkan kegunaan ini mampu
memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu
hukum tata negara terkhususkan dalam pelaksanaan
kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di Kabupaten
Batang.
2. Kegunaan Praktisi
a. Bagi Peneliti
Kajian ini dapat menambah pengetahuan
tentang kajian kebijaksanaan strategis bidang
pendidikan di Kabupaten Batang.
b. Bagi Masyarakat
Kajian ini dapat memberikan informasi
maupun wawasan mengenai analisis kebijaksanaan
strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang.
c. Bagi Pemerintah
Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi  pemerintah  dalam  melaksanakan
kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di
Kabupaten Batang.

E. Kerangka Teori
1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah di Indonesia telah diatur dalam
Undang-Undang, yang dalam perkembangannya telah
mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk
mewujudkan tercapainya salah satu tujuan Negara, yaitu
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan
pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk



memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan
pemberdayaan  masyarakat yang  bertujuan  pada
peningkatan kesejahteraan rakyat (Marthen, 2017)".

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22
Tahun 1999 Generalitat, kemudian diubah dengan UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
berarti adanya masyarakat yang otonom dan sekaligus
mempunyai  kekuasaan, hak dan menerima atau
melimpahkan tugas mengurus urusan negara di bidang
tertentu dari pemerintahan kepada daerah. Sektor
pendidikan merupakan sektor publik yang terdesentralisasi.
Dalam pelaksanaannya, otonomi pendidikan daerah di
Indonesia masih memiliki banyak permasalahan, baik
dalam praktik maupun praktiknya. Suatu masalah yang
perlu segera diatasi, karena dikhawatirkan dapat
menimbulkan dampak negatif yang lebih serius terhadap
pelaksanaan otonomi pendidikan. Itulah mengapa UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) memberikan
dukungan yang kuat dan jelas, dalam implementasinya
otonomi daerah di bidang pendidikan harus berada dalam
kerangka negara tunggal sistem pendidikan nasional
Indonesia®. (Hamidah, 2020)

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang
pendidikan dalam Pasal 11 Ayat 2 Pasal. No. 22 Tahun
1999 akan mengembangkan daerah otonom di
pemerintahan dan kota, yaitu dalam bidang pekerjaan
umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan lain-
lain. Dan kegiaatannya diatur pada Pasal 2 Ayat (11) No.
25 tahun 2000 disebutkan bahwa kompetensi pusat adalah
menyusun  kurikulum dan penilaian nasional serta

" Roy Marthen, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia. Jurnal IImu Hukum, Vol. 19, No. 2, November 2017.

8 Hamidah, Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. Jurnal Serunai
Administrasi Pendidikan, VVol.9 No. 1, Maret 2020.
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menetapkan jumlah mata pelajaran® (Hutomo, 2019).
Dalam proses otonomi pendidikan, badan pemerintahan
daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus,
mengarahkan dan mengawasi sebagai badan daerah yang
unggul. Karena itu, dalam penyelenggaraan desentralisasi
pendidikan sangat memerlukan suatu komitmen. Dalam
pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-
masing, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan
strategi dan inovasi. Karena pemerintah Daerah diyakini
dapat mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya
dilaksanakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di
daerahnya.
2. Kebijakan Strategis

Pemilihan terhadap alternatif tindakan strategis
sebagai pilihan tindakan yang terbaik bukan merupakan
akhir dari informasi atau perumusan strategi. Namun,
selanjutnya organisasi harus mengembangkan kebijakan
lebih lanjut. Kebijakan pada umumnya dijadikan sebagai
panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan
juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan
datang sehingga perubahan strategi harus diikutu dengan
perubahan kebijakan.

Perencanaan dapat dilihat dari cara yang ditentukan
untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai, serta mengambil
langkah-langkah untuk mencapainya'® (Batlajery, 2016). Lebih
lanjut perencanaan (planning) merupakan suatu proses
pengambilan keputusan dengan berbagai alternatif tentang
sasaran dan juga cara yang akan dilaksanakan ke depannya demi
mencapai tujuan yang telah direncanakan dan juga pemantauan
serta penilaian atas bentuk hasil pelaksanaannya dan dimana cara

® Anton Hutomo, Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeraj sesuai dengan Prinsip-Prinsio Demokrasi. Jurnal 1lmu Hukum, 2019.

10 Batlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur
Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi &
Sosial, Volume 7 No.2, Maret 2016.



sistematis serta berkesinambungan!* (Usman, 2019). Makna
perencanaan digambarkan sebagaimana mengandung arti bahwa:
a) pimpinan diharapkan memikirkan secara matang
terlebih dahulu tentang tujuan atau sasaran maupun
tindakan dimana didasari pada langkah, rencana dan
logika
b) suatu rencana akan mengarahkan pada tujuan
organisasi atau lembaga juga dapat menetapkan
ketentuan terbaik dalam mencapainya.
€) rencana yaitu dasar dan juga pedoman bagi organisasi
atau lembaga dalam memperoleh sumber daya dan
mempergunakan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya'? (Maujud, 2018).
Berdasarkan hal tersebut perencanaan strategis dapat
dilakukan dengan menentukan beberapa hal. Hal-hal yang
ditentukan dalam rencana strategis adalah: merumuskan Visi dan
Misi, mengidentifikasi tujuan, menetapkan sasaran, membuat
rencana kerja. Perencanaan tersebut dapat dianalisis melalui
analisis SWOT dapat dilakukan dari:

a) Mengidentifikasi Strenghts dan weaknesses yang
menjadi penghalang layanan pendidikan dari semua
standar.

b) Mengidentifikasi opportunities dan treats yang menjadi
halangan sekolah dari lingkungan luar®3.

3. Kebijakan Pendidikan
Disini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-
keputusan yang dibuat oleh institusi Negara dalam rangka
mencapai visi dan misi Negara. Kebijakan pendidikan adalah
kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana
dikemukakan olenh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari
O’Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan,

11 Usman, Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori
dan Praktik,(Jakarta: Bumi Aksara:2019). Hal. 65.

12 Maujud, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga
Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta’allim
Pagutan). Jurnal Penelitian Keislaman, Volume 14 No.1, November 2018.

13 Yusril, Fauzi, Baharuddin, Konsep Perencanaan Stategis di Lembaga
Pendidikan. Nazzama Journal Of Management Education, Vol 2 No 2, Oktober-Maret
2023.
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bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan global,
sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era
globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa
globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang
memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh
pendidikan'* (Sudarwan, 2010). Sebagaimana dikemukakan
sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari
kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan.
Maka kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan
yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan
bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan
pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V.Good 1959
menyata kan, Educational policy is judgment, derived from some
system of values and some assessment of situational factors,
operating within institutionalized education as a general plan for
guiding decision regarding means of attaining desired
educational objectives. Pengertian pernyataan di atas adalah,
bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap
sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang
dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum
untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan
pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984)
sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga
menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk
pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program,
keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta
undang-undang atau peraturan-peraturan®® (Raharjo, 2012).

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses
dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang
dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk
mewujudkaan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu
masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus
Sekolah Dasar'® (Muchlis, Bogor). Dapat disimpulkan bahwa

2012).

14 Sudarwan. Pengantar Pendidikan (Bandung: Alfabeta 2010) .
15 Mudjia Raharjo. Kebijakan Dalam Pendidikan (Bandung: Misan Pustaka:

16 Muchlis. Kebijakan Publik (Bogor: Ghalia Indonesia: 2002).
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kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk yang
dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan
yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup
pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu
kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam
bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau
organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,
kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi
pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau
organisasi. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik khusus*’
(Subarsono, 2013), yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan.
Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, lebih khusus,
bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan
terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b)
Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya
akan diberlakukan, perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang
harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara
sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan
harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki
konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat
dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Dapat
dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c)
Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan tentunya
harus  mempunyai manfaat operasional agar dapat
diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk
memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi
pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang
berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli
di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak
sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan
di luar pendidikan. Administrator pendidikan, pengelola lembaga
pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan
pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak

17 Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2013).
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luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika
baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika

mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau
dievaluasi‘®,
F. Penelitian yang Relevan
No. Judul Metode Hasil Penelitian Persamaan
(Penulis) Penelitian Perbedaan
1. Analisis Deskriptif Pendidikan yang | Persamaan
. Kualitatif bermutu akan terlahir | Jurnal pertama
kebijakan generasi atau sumber | sama
mer(_jeka daya manusia yang menjelaskan
belajar unggul dalam segala | \oroanai
. . genai
sebagali aspek kehidupan. elaksanaan
strategi Banyak kebijakan P didik
peningkatan yang telah dilakukan pendidixan.
mutu pemerintah untuk | Perbedaan
pendidikan®® meningkatkan ~ mutu | jurnal Ini
(Melda pendidikan,  seperti | berbeda pada
2019) i kebijakan merdeka | analisisnya
belajar. Institusi | yaitu mengenai
pendidikan juga tidak | analisis
kalah tertinggal dalam | kebijakan
peningkatan MUtU | merdeka
pendidikan yaitu belajar
dengan terus '
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
serta kualitas
pembelajarannya.

18 Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2013).

19 Rati

Melda, Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi

Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, No. 1,
Desember 2019.
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2. |[Kebijakan Deskr Kebijakan Pendidikan Persamaan
Pendidikan di | iptif di Indonesia, Pembahasan
Indonesia.?® | Kualit menjelaskan karya ilmiah
(Rozak, 2021) | atif pengertian_Kebijakan, i, sama

fungsi kebijakan, gre}h tentang

dan__ karakterlstlk_ kebijakan

kebijakan yang di S

implementasi  dalam pendidikan.

penerapan  otonomi Perbedaan

daerah. Pembahasan
karya ilmiah
ini lebih fokus
pada kebijakan
pendidikan
secara
menyeluruh
yang ada di
Indonesia.

3. |Grand desain | Kualit Revolusi industri dapat Persamaan :
kebijakan atif diartikan sebagai suatu| Jurnal 3
strategis perubahan besar yang sama
pemerintah secara cepat, mendasar, mambahas
dalam bidang (rjna;mpenrggrlﬁﬁ: c)(/)argg perkembangan
pendidikan kehidupan tanieel pendidikan
untuk i Revolusi industri 4.0 Perbedaan :
menghadapi akan membawa dan Membahas
revolusi mendorong beragam difokuskan
industri 4.0.% perubahan, baik ke arah padastrategi
(Santika, yang positif maupun pemerintah
2021) negatif bagi kehidupan| dalam bidang

umat manusia. pendidikan
Untuk  mendukung yntuk
hal tersebut menghadapi
diperlukan SDM yang revolusi
handal dan tangguh. industri 4.0,

Atas dasar itu,

20 Abdul Rozak, Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Islamic Of

Education, Vol. 3, No.2, Juni 2021.

21| Gusti Ngurah Santika, Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam
bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. jurnal ilmu pendidikan,
Vol. 9 No. 2, Mei 2021.
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Pemerintah membuat

kebijakan  strategis
dalam bidang
pendidikan.

4. |Implementasi | Kualitatif Penelitian ini tentang| Persamaan
kebijakan otonomi bidang Jurnal 4 ini
otonomi pendidikan yang sama
daerah diberikan kepada membahas
bidang daerah  memberikan perkembangan
pendidikan keleluasan daerah pendidikan.
dalam untuk menjadikan| Perbedaan
pencapaian daerah  unggul dif jurnal yang
"Millennium bidang  pendidikan| dibahas ini ialah
Development dengan segala potensi| otonomi
Goals". % yang dimiliki, setiap| pendidikan
(Ekha, 2015) daerahg menerapkan yang diberikan

kebijakan masing+ pada daerah
masing guna untuk
meningkatkan menerapkan
kualitas pendidikan. | kebijakan
masing-masing.
Konsep Metode Konsep perencanaan Persamaan
5.| perencanaan [penelitian strategis di lembaga membahas
strategis  dikepustakaan pendidikan yang mengenai
lembaga atau kajian | perencanaan nya perencanaan
pendidikan. |literature. menggunakan analisis| strategis di
2 (Yusril, SWOT. bidang
Fauzi, pendidikan
Baharrudin, Perbedaan
2023) jurnal ini
berdasarkan
analisis SWOT.

22 Roni Ekha, Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan
dalam pencapaian "Millennium Development Goals". Jurnal MIMBAR, Vol. 31, No.

1, Juni 2015.

23 Yusril, Fauzi, Baharrudin, Konsep Perencanaan Strategis di Lembaga
Pendidikan. Nazzama Journal Of Management Education, Vol. 2 No. 2, Oktober-

Maret 2023.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif adalah suatu jenis metodologi penelitian
hukum yang mendasarkan analisisnya pada perundang-
undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan
hukum yang menjadi fokus penelitian.?* (Benuf, 2020)
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana
peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis
data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi?® (Zuchri, 2021).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa
fenomena mengenai kebijakan strategis pemerintah
Kabupaten Batang bidang pendidikan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah
a) Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Pembangunan Nasional.
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Kebijakan Otonomi Daerah.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

24 Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai

Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

25 Abdussamad Zuchri , Metode Penelitian Kualitatif , (Makasar: CV. Syakir

Media Press: 2021). Hal. 4.
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan

7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3
Tahun 2013 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan di  Kabupaten
Batang

8) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan sebagai
pendukung dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan yang digunakan data tersier
yaitu buku, jurnal, kamus hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan
pokok masalah penelitian, yaitu rencana strategis
pendidikan di Kabupaten Batang. Adapun model
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah
model library research atau studi kepustakaan. Studi ini
bertempat di perpustakaan atau tempat tempat lain yang
Kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data
bahan hukum yang diperlukan.?® (Ali, 2010)

. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah
dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan
dengan rencana strategis pendidikan di Kabupaten
Batang, teknik analisis data menggunakan metode
deduktif adalah suatu pemikiran yang berdasarkan
pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada

%6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

him. 225.
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hal-hal yang bersifat khusus.?” (Hadi, 1987)

H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang
sistematis. Penulis akan menjelaskan secara runtut
berdasarkan sistematika sebaai berikut:

BAB | Berisi tentang pendahuluan yang
menggambarkan latar belakang masalah, rumusan
masalah, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Berisi tentang berbagai teori konsep
otonomi daerah dan teori strategi pendidikan di Indonesia.

BAB Ill Berisi tentang analisis lingkungan
internal dan eksternal kebijakan pemerintah bidang
pendidikan di Kabupaten Batang.

BAB IV Berisi tentang hasil analisis kebijakan
strategis pemerintah Kabupaten Batang dalam bidang
pendidikan.

BAB V Berisi penutup, kesimpulan dan saran
yang didapatkan darihasil penelitian diatas.

21 Sutrisno Hadi, Metodologi Researh Il Cet. XVI, (Jogyakarta: Yayasan
Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987) Hal. 36



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Analisis lingkungan kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten
Batang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi Kekuatan dan Kelemahan. Kekuatan terdiri dari amanat
UUD 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%,
pembagian urusan penyelenggaraan pendidikan pada UU No 23
Tahun 2014, penyesuaian perangkat peraturan daerah yaitu
Perda No 3 Tahun 2013 diubah menjadi Perda No 3 Tahun
2019, kewenangan pemerintah daerah dalam optimalan
pelayanan  pendidikan, kesejahteraan pendidik, tenaga
kependidikan, dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Batang, komitmen bersama
aparatur. Sedangkan kelemahan terdiri dari belum ada peraturan
daerah tentang pengembangan kebudayaan, kurangnya
kompetensi dan professional aparatur, kurangnya kualifikasi dan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sistem
manajemen dan tata kelola dinas belum optimal, sarana dan
prasarana dinas serta sekolah terbatas, belum optimalnya
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasi
pendidikan dan kebudayaan belum menonjol.
Adapun faktor eksternal terdiri dari Peluang dan Ancaman. Peluang
terdiri dari alokasi anggaran pendidikan 20%, adanya kawasan
industri terpadu, model pendidikan kreatif, edukatif, dan
variatif, pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal,
dukungan dan kerjasama dari masyarakat, berdirinya lembaga
pendidikan oleh  masyarakat. Ancaman terdiri dari
pertumbuhan ekonomi nasional belum stabil, kurangnya
menyerap SDM masyarakat Kabupaten Batang, kurangnya
pengawasan orang tua terhadap anak pada perkembangan
teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan,
politisasi pendidikan, degradasi moral, ancaman tindak
kekerasan, perundungan dan pelecehan, alokasi dana yang
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besar kurangnya pengawasan internal yang baik.

Berdasarkan analisi, bahwa kebijakan strategis bidang
pendidikan Kabupaten Batang, antara lain (1) Meningkatkan
profesionalitas dan efektifitas pemerintah maupun aparatur
dalam melaksanakan layanan pendidikan; (2) Mendukung
pelaku UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkkan pendapatan
melalui pemanfaatan sektor unggulan; (3) Penguatan sistem
kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi
teknologi informasi dalam pembangunan manusia; (4) Masih
rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan
standar kualifikasi serta prestasi pendidik dan tenaga
kependidikan.

. SARAN

Saran dari penelitian ini ialah:

1. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan
memperbaiki alokasi anggaran untuk lebih merata.

2. Perlu dilakukan pembenahan pada kurikulum

Metode pembelajaran, dan kualitas guru dan tenaga pendidik.

4. Perlu dilakukan inovasi dan pengembangan teknologi untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

5. Perlu melibatkan seluruh masyarakat dalam memajukan
pendidikan, termasuk dunia usaha dan komunitas lokal.

6. Perlu dilakukan program-program untuk meningkatkan
kesetaraan dan keadilan dalam sistem pendidikan, seperti
beasiswa dan program akses pendidikan yang terjangkau.

w
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